NOMOR : 7

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

a. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018
membutuhkan sejumlah dana yang tidak dapat
terpenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran;

. bahwa berdasarkan Pasal 303 Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah
dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai
kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah
yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun
anggaran,;

_ bahwa berdasarkan Pasal 122 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pembentukan Dana Cadangan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

_ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagainmana

dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan
Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018.
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5678);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4480) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5344);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10
Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2011 Nomor 8);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

dan
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah adalah Bupati Majalengka.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Majalengka.

S. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat
dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

8. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai
penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan.

9. Rekening Khusus adalah tempat menyimpan dana cadangan yang
ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

(1) Pembentukan Dana Cadangan  bertujuan untuk  membiayai
penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018.

-l o
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(2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan sejak Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran
2017.

BAB III
SUMBER DANA

Pasal 3

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

(1) Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah adalah sebesar Rp 27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar
rupiah) dengan memperhatikan waktu pembentukan sebagaimana diatur
dalam Pasal 2 ayat (2).

(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan untuk
pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah yang meliputi :

a. Biaya penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum;
b. Biaya Pengamanan;

c. Biaya Desk Pilkada;dan/atau

d. Biaya Pengawas Pemilu.

(3) Kekurangan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
akan dipenuhi pada Tahun Anggaran 2018.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 5

Pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan oleh Kepala Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Dana cadangan disimpan pada Rekening Khusus.

(2) Jasa yang diperoleh atas penyimpanan Dana Cadangan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) secara langsung merupakan komponen
pendapatan daerah.

Pasal 7

Pengelolaan Dana Cadangan wajib menyelenggarakan pencatatan dan
pembukuan secara transparan, dan akuntabel sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 ... 7
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Pasal 8

Pengelola Dana Cadangan berkewajiban membuat laporan triwulanan tentang
perkembangan Dana Cadangan kepada Kepala Daerah dan DPRD.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati
dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 29 Maret 2016

BUPATI MAJALENGKA,
Cap/Ttd
SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka

AR A ?’4 DIKIN
AL Fé.gcz/;g
LEMBA] AERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA
BARAT (7/50/2016)

A

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd
NIP. 19680327 199603 1 003




